
 
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT 

 
NOMOR   5    TAHUN  2011 

 

TENTANG 

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGKA BARAT, 
 

Menimbang :  a. bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka menciptakan 
keamanan dan kenyamanan dalam pemenuhan kesehatan hewan serta untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu memberikan 
pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk 
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang  Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 

3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan 
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

4.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 

6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 5015); 

8.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 
Nomor 5059); 



9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 5049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat 
Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka  Barat  Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Kewenangan Kabupaten Bangka Barat  (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); 

 

 

DDeennggaann  PPeerrsseettuujjuuaann  BBeerrssaammaa  

DDEEWWAANN  PPEERRWWAAKKIILLAANN  RRAAKKYYAATT  DDAAEERRAAHH  KKAABBUUPPAATTEENN  BBAANNGGKKAA  BBAARRAATT  

ddaann  

BBUUPPAATTII  BBAANNGGKKAA  BBAARRAATT  

  
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG 
 HEWAN. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah kabupaten Bangka Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 

4. Dewan Perwakilah Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat. 

5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten 
Bangka Barat. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Barat. 

8. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi jasa 
usaha adalah pembayaran atas pelayanan jasa dan pelayanan penyediaan 
fasilitas rumah potong hewan termasuk tempat pemakaian kandang 

istirahat. 

9. Jasa Usaha adalah Jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

10. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Babi. 

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan dan fasilitas 
jasa dari Pemerintah Daerah. 



13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 

15.  Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah untuk 
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan atau denda. 

17. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu 
bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat 
memotong hewan bagi konsumsi masyarakat luas yang dikelola/milik 
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. 

18. Kandang Istirahat adalah tempat penampungan sementara hewan-hewan 
ternak guna pemeriksaan kesehatan sebelum dilakukan pemotongan. 

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi. 

20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan 

yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 
 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 
 

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi kepada setiap 
orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan 
dan/atau kandang istirahat. 

 

Pasal 3 
 

(1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan  
hewan  ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 
dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak 
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak 

swasta. 
 
 

Pasal 4 
 
Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan 

atau menikmati pelayanan fasilitas rumah potong hewan dan pelayanan 
pemeriksaan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 
  

 

 


